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MengingEt

BI'PATI MUSI RAWAS
PEMTURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR ,f TA}IUN 2P9

TEIYTANG

PEMBENTUKAN PERUSAI{AAN

PERSEROAN DAEMH MUSI RAWAS SEMPURNA

DENGAN RAHMAT TT,IIAN YANG MAHA ESA

BI,PATI MUSI RAWAS,

behwa unhrk melakaanskan ketcntuan Passf 4 ayat (1)

dan ayat (2) Peraturan Pemsintah Nmor 54 Tahun 2017

tcntang Badan Usaha Milik Daerah pcrhr mcnetaPlian

Feraturan Daerah trntang FeBbentukan Badan UsafE

Mitik Daerah Ferscrosn Terbatas Musi Rawas SctrPuma'

: 1. Fasal 18 ayat (q Undang-Undang Dasar Negata

Republik lndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahrm 1959 tcntang

Pembentukan Daerah'IInglat tr dall KotaPraja di

Sumatcra Selatan (Lembaran Ncgara RcPublik

lndoneaia Tahun 195E Nomor 73, Tembattan

L€mbaran NcgarB Republik Indonesia Nomor 182U;

Undang-Undang Nornor 4O Tshun 2007 tcntang

Ferseroan Terbatas (L€mbaran NegBra RePut lik

Indoncsia Tahtna 2OO7 Nonror lo6, TaEbahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2.
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Iffbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5S7),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir

dengan Undarg-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atss UndanS-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(L€mbaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2015,

Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Talun 2017 tentang

Badan Usaha Mitik Daerah (Lmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2o17 Nomor 305,

Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 teutang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Repubtik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322h

Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2018 tEntang PenAangkatan dan Pemberhentisn

Anggota Dewan Pengawas atau Arggota Dewan

Komisaris dan AngSota Direksi Badan Usaha Milik

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 7OO).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAI{II.AN RAKYAT DAERAH

KAEUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANC PBMBENTUKAN

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MUSI RAWAS

SEMPURNA.
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BAB I
KETENTUAN UMt'M

Pasal I

Dalam Peraftran Dacrah ini yang dimaksud denggn:

f. I(abupaten adatah lGbupet€n Musi Rawas'

2. Pemcrintah KabuPaten adalah Fernerintah KabuPatcn

3.

4-

7.

Musi Rawa8.

Bupati adalah Bupati lGbupat€n Musi Rawas'

Delvan Ferivakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan rakyat

daerah scbagai unsur Penyelenggara Fernerintah Da6ah

Ikbupatcn Musi Rawas.

Ang8ran Pcndapatan dan Belanja Daerah yang

seladutnya disingkat APBD adalah APBD KabuPatrn

Musi Rewas,

Modql Dacrah adalah kekayaan Pemerintah lGbuPatcn

baik bcrupa uang maupun asct lainnya.

Pcnyertaan Modd Daerah adalah PencmPatan

dan/atau pcnanaman dara dan/ateu pemisahaan

kckayaan daerah dalaru bcntuk uang dan/atau barang

yang dapat dinitai dcngan uang yang dimiliki oleh

Pemerintah KabuPaten. ;
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya dhingkat

BUMD adalah badan usaha yang bcrbentuk Fracman

terbatas yarg acluruh dan/atau s€bagisn bcsar

modalnJ'a,lirniliki oleh XabuPaten.

PeruBehaan Perscrtsn Daerah Musi Ran'as ScmPurna

yang Bclanjutnye dkingkat PT' Mura Scmpu.rna

(pcrsercda) adalah Badan Usaha yang didirikan olch

Femerinteh KabuPaten.

Organ Pcrs€roan adqhh tlaPat Umum Femcgang

Sahsm, Dewan t(omiEaris dan Diref<si.

9.
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11. Rapat Umum Pemegang saham yang selanjutnya

disingkat RUPS adalah Organ Perseman yang memegang

kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang

segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi

atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditrntukan

oleh Anggaran Dasar dan/atau undang-undang tentang

perseroan.

12. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang

bertugas melakukan pengawasan secara umum

dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar aerta

memberi nasihat kePada Direksi.

13. Direksi adalah Organ Perseroan yalg berwenalg dan

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroart

untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud

dsn tujuan Perseroan serta mewa-kili Perseroan, baik

didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar.

14. Anggaran Dasar adalah Angaran Dasar Ferseroan.

15. Pihak Ketiga adalah instansi dan/atau badan usaha

dan/atau perorangan yang berada dalam di luar

organisasi Pemerintah Kabupaten, antara lain

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, BUMN,

BUMD milik Daerah lain, usaha Koperasi, usaha swasta

nasional, dan/atau usaha swasta asing yang tunduk

pada Peraturan Ferundang-undangan Indonesia-

16. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam

rangka penyehatsn BUMD yang merupa}an salah satu

langkah shategis untuk memperbaiki kondisi intemal

perusahaan guna memperbaiki kinerja dan

meningkatkan nilai Perusahaan.

17. Privatisasi adalah penjualan saham Persero Daerah,

baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain

dalam rangka meningkatkan kineda dan nilai

perusahaan, memperbesar marrfa'at bagi negara dan

masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh

masyarakat.
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14. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang

dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk

menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah

ada yang mengakibatkan aktiva dan pa.siva dari

Perseroan yang menggabungkan diri beralih karera

hukum kepada Perseroan yanS meaterima

penggabungan dan selanjutnya status badan hukum

Perseroan yang menggabrmgkan did beraldir karena

hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan

oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburksn diri

dengan cara mendirika-n satu Perseroan baru yang

karena hukum memperoleh al<tiva dan pasiva dari

Perseroan yang melebr:rkan did dan status badan

hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena

hukum,

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang

d af<ukan oleh badan hukum atau orang perseorangan

untuk mengambil alih saham Perseroan yang

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan

tersebut.

Pemisahan adala} perbuatan hukum yang dilatmkan

oleh Perseroan r:ntuk memisahkan usaha yang

mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan

beralih kar€na hukum kepada dua Perceroan atau lebih

atau s€bagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih

karena hukum kepada satu Persercan atau lebih.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUNAN

Pasql 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan yang

diberi nama PT. Mr:ra Sempurna (Perseroda).

19.

20.
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Perscrosn sebagaimana dimaksud pada al'at (1)

m€rupaltan badan usaha bentuk hukum milik

Ihbupaten yang sekaligus sebagai safah

satu pendiri Persercan yang Eenjadi pemegang saham

mayoritas.

Ferscman didirikan dengan akta Pendirian yang dibuat

oleh Notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia

darr dilakuksn sesuai ketenhran Feratumn Perundang-

undangan.

Pasal 3

Tempat kedudukan dan Kantor Prlsat PT. Mura

Sanpuma (Ferseroda) bcrada di Ibukota IGbupaEn.

Pere€roan daPat membuka kantor cabang kantor

cabqng pembantu, kantor PemEkilan, dan/atau kantor

unit usaha di daerah lain.

IGtentuan lebih lanjut mcngcnai nama dal temPat

Hudukan kantor cabang PerEcroan ditetapkan dalsm

Ang$ran Dasar,

(1)

(2t

(3)

(1)

Pasal 4

Fcmbenhrkan Perscman sebagaimana dimaksud Pasal 2

ryat (1) dimsksudkan sebagai:

a. upaya nrewujudkan visi dalr Yni3i dan mcndorong

prqram yang telah tertuang dalam Rcncana

Pernbangunan Jangla Mcnengah Kabupat n agar

dapat diimplementasikan sesuaia sasaran/targgt

yang tclah ditetapkan; dan

b. p€rantara maeukrya investor regional dsn nadond

,{qb'p kcrjasa.ms usaha yarg tcrUanpat paaa

peningkatsn perekonomian dan kcscjahtcraan

mssyarakat

Tujuan pembentukan Ferscroan adalah :(2t

PAXAT KfuRDNASI
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a. mempecepat peningkatan daya saing ekonomi dan

kesejahteraan sosial masryarakat sesuai visi dan misi

Pemerintah Kabupaten;

membantu pelaksanaan kebljakan pemerintah di

bidang ekonomi dan pembangunan daerah, melalui

penyediaan aktifitas usaha produk barang dan jasa

yang memiliki nilai ekonomi;

menggali potensi kekayaan Ihbupaten unuk

meningkatkan pendapatan asli daerah;

menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang

diminati perusahaan swasta lokal dan nasional; dan

mendorong peran serta masyarakat dalam bidang

usaha dan turut berpartisipasi dalam meningkatkan

kesempatan lapangan kerja.

BAB III

JENIS KEGIATAN USAIIA

Pasat 5

Unhrk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, Perseroan melslsanakan jenis kegiatan usaha

sebagai berikut:

a. pertarisn, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan;

b. industripengotahan;

c. migas;

d. bangunan/kontruksi;

e. perdagangan;

f. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, antara lain:

1. Bank Perlseditan Rakyat (BPR);

2. jasa pengelolaau, pemeliharaal,dan peraewaan

pemanfaatan ass€t;

3. jasa konsultan (manajemen dart kontruksi);

4. koperasi serba usaha (ksu);

g- jasa-jasa antara lain : jasa pariwisata; darr

h. usaha lainnya seLain butir a sampai dengan g.



(l)

BAB M
MITRA KER.IASAMA

Pasal 6

Dalam rangka peningkat n dan pengembangan usaha,

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan pihsk

ketiga yang pelaksanaannya berpedoman kepada

ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

kerjasama operasional yang dituangksn dalam bentuk

nota kesepahaman.

Untuk dapat melaksanakan ke{asama sebagaimana

dimaksud pa.da ayat (1) harus ditetapkan oleh RUPS dan

ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pemerintah Kabupaten menetapkan Standar Harga

Komoditi dan Jasa Minimal (SHKJM) untuk dipatuhi

dar dilaksanakan oleh Perseroan.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten menetapkan Standar

Harga Komoditi dan Jasa Minima-l (SHKJM) sebagai

kewajiban meningkatkan daya beli masyarakat dan

peLayanan jasa dalam mewujudkan aspek sosial

masyarakat terpenuhi dengan harga dal/atau tarif
ekonomi, Perseroan berhak menerima subsidi untuk
pelaksalaan kewajiban pelayanal tersebut dengan

ketentuan pemberian subsidi diatur dalam kontrak

berbasis kinerja.

Kontrak berbasis kinerja untuk penyaluran subsidi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara

Pemerintah Kabupaten dan Perseroan sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(21

(3)

BAB V

HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN

PERSEROAN

Pasal 7

(1)

tzl

(3)
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(4) Pemerintah Kabupaten wajib mema8til(an penyediaan

subsidi untuk pelaksanaan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) melalui penetapan Standar

Harga Komoditi dan Jasa Minimaf (SHKJM) ddam

APBD dibayarkan kepada Perserosn sesuai ketentuan

datram kontrak berbasis kineda.

(5) Dalam rangka penyelenggaraan Standar Harga

Komoditi dart Jasa Minimal (SHKIM), Pemerintah

Ikbupaten memberikan izin-izin kepada Ferseroan

sesuai wewenang yang diberikan kepadanya

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Harga

Komoditi dan Jasa Minimal (SHKJM) eebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB VI

MODAL DAN S]qIIAM

Pasal 8

(1) Sumber Modal Perseroan terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah;

b. pinjaman;

c. hibah; dan

d. sumber modal lainnya, meliPuti:

1. kapitalisasi cadangan;

2. keuntungan revaluasi asset; dan

3. agio saham.

Modal Perseroan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dalam hat Peraeroan membutuhkan tambahan modal

berupa pinjaman sebagaimana di'netsud pada ayat (1)

huruf b, harus mendapat persetujuan tfilebh dahulu

dari Dewan Komisaris melalui keputusan RUPS.

Modal dasar Perseroan tlrdiri dsri scluruh nilai nominal

saham,

(21

(3)

(4)
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(3)

(5) IGtrntuan menggnai permodalan Fcr8croan diatur

dalam Anggaran Dassr t€f,masuk ketcntuan

modal dasar, perubahan modal, modal yang

ditempatkan dan/atau disctor sesuai d€ngan ketentuan

dqn Peraturan FerundarE-undanSan.

Pasal 9

(1) Modal dasar Ferseoon unn:k pertama kali ditetapkan

sebesar Rp.4O.OOO.OO0.0OO,OO (empat puluh miVar

rupiah).

Dari sejumlah modal sebagaimana .li"raksud Pada ayat

(f ) pemenuhan jumlah modal yang ditrmpatlnn

dan/atau modal disetor diecsuaikan dengan

kemampuan keuangan Pem€rintah Ikbupatrn scrta

keEntuan dan Peraturan Ferundang-undsngan yang

bedaku.

Dari modal dasar Fer€croan scbagainana dimaksud

peda ayat (1), tcrdid dari :

a. modal ditempatkan dan disetor pada awal pcndirian

dari Femcrintah t(abupaten scbc8ar

RP.1O.0OO.@O.@O,0O (scpuluh milyar rupiah); dan

b. koperasi I{aryawan/PNS Femerintah Kabupeten

dan/atau Badan Usalra Milik Swasta @[IMS)

s€bessr Rp. 40O.0O0.OOO,0O (empat ratus juta

rupiah).

Pasal 10

(l) Ferubafian tcrhadap modal Fersercan sebagaimana

.li"rlFk ud .lalaft Paaal 9 ayat (a dapat bcrupa:

a. penanbahan modal; atau

b. pengurangan modal.

p^R.rlqooRDINAsli-*



(4)

(s)

(U

lzt

(2) Fenambahan modal Perseroan Femerintah ltubuPatcn

dan/atau koperasi karyawan/PNS dan/atau Badan

Usaha Milik Swasta (Bt MS), sebagaimena .lihaks'rd

dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dapat dilakukan setclah

mendapat&an keputusan Rl.rPfl.

(3) Felalsanaan modal Persercan

dimqksud Pada ayat (1) harus

mendapatlan pcrsetujuan DPRD scauai dengFn

ketrnh.ran dan Feratumn Fenmdang-udangan.

Ferseroan dapet m€njual salraf, kepada pihak ss'asta"

perorangan dan masyarakat d€ngsn ketcntuan bagisn

terbccar saham harus tetap dimiliki oleh Femerintah

tGbupatcn minimal 51 % fiina puluh satu pcrscn) dad

total nilai sahsm.

Penjual,an sahan scbagaimana dima}sud pada ayat (a)

harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 11

Rt PS dapat menyerahkan kewenangan kcpada Dewan

Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan

RUPSI sebagaimana dimaksud dnlern Pasal fO ayat (21

untuk jangla waktu paling lana f (8atu) tahun.

Fenfrahan tewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sewalftu-x,aku dapat ditarik kembali olch

Rt P{t.

Pasal 12

(1) Salram Ferseroan dikeluarkan atas nama pemitltrya"

(2) Perrvantan kepemilikan sahaE dapat ditetapkan dalam

Angaran Dasar dengan mcruperhatikan persyamtan

yang ditetapkan seauai dengan ket€ntuen Peraturan

Ferundang-undarSBn.

FAR.qF XOORDI}I1SJ
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(3) Dalam hal pcrrvaratan kcpemilikan saham

rtirnakqud pada ayat (2) telah ditetaPkan dan tidak

dipenuhi, pihak yang memperoleh kepenilikan eaham

tersebut tidak dapat menjatankan hak eelaku pemegang

eaham dan saham tersebut tidsk dipeftitungkan dalan

kuorum yang harus dicapai scsuai dcngan ketentuan

dan Peraturan Ferundang-undsngen yang berlaku

dan/atau Anggran Dasar.

BAB VII

ORGAN PERSEROAN

Pasal 13

Organ Perseroan terdiri dari:

a- RLTPS.

b. Dewan Komisarie; dan

c. Direksi.

Pasal 14

Bupati mewakili Pemerintah Ihbupeten selaku

pemegang saham Perscroan di dala.m RUPS.

Bupati dapat memb€rikan kuesa dengBn hak substitusi

kepada perorangan atau bedan hukum tmhrk

mewa*ilinya dal,am RUPS,.

Pihak Fenerirna Kuasa sebegaimana di"neLsud pada

ayat (21 wajib tcdebih dahuhr persehrjuan

Bupati untuk keputlrsan dalam RlrPfl,

mengenai :

a. Frubahan jumlah modal

b, perubahan Angaran Dasaa

c. rcncana penguruan laba;

d. pcnggEbungan pengambilalihan,

pemisahan dan pembubaran Ferseroan;

e. investaai dan pcmbiayaan (pinjalman) jangka

panjang;

(1)

(21

o
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pengatihan aldva;

kcrjrsr"yta Persemqn dcngan Pemerintah lkbupatcn;

dan

h. pembentukal anak peruBahaan.

(4) Tata tertib penyelenggaman RUPti scbagaimana

dimaksud pada ayat (!) aihksarrar<eq sesuai dengan

kctenuran dan Peratuan Perundang- undangan yang

bcrlaku dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(5) Dalam forum RUPS, pcEcgang saham bcrhak

memlrroleh keterangan yang berkaiEn dcngan

Feraeroan dari Dircksi dan/atau Dewan Komisaris,

sepanjang berhubungan dengan mstcri acara rapat

dan tidek bertrntangan dengan kepentingan Fer€eman.

(Q RUPS tclrdiri dari :

& Rt PS tahunan; dan

b. RUPS lairnya.

(A RUPS dia.lakan paling sedikit sckali 'lale* eetahun.

(8) RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu Peting

larnbet 6 (enam) bulan sctelah tahrm buku bcra!&ir.

(9) RLrPtt lainnya dapat diqtlekqrr scwaktu-walchr

berdasarkan kebuhrhan untuk kepentingan Ferscrmn.

(lO) Fenyelcnggarasn Rt PS dapat dilakukan atas

pemhtaan Direksi atau Dewan l(omisaris yang

didahufui dcngan surat panggilan RUPS.

(11) Fenyelengaraan Rt Pfl yang dilaksanakan atas

permintaan Dteksi ateu D€wan Komisaris scbagaimana

dirEkBud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan dan

Peratuan perundang-undangan yang bcrlaku dan

ditetapkan 'bl.'n Anggaran Da8ar.

(12) RLrPfl diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakaL

f.

e.



Pasa.l 15

(1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 huruf b melalukan pengawasan atas kebijakan

kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya,

baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan

dan memberi nasehat kepada Direksi-

(2) Pengawasan dan pemberial nasehat Bebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dilakukan untuk kepentingan

Perseroan dan sesuai dengan maksud darr tujuan

Perseroan.

(3) Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi

persyaratan:

a. mampu melaksanalsan perbuatan hukum;

b. memiliki integritas, loyalitas darr dedikasi;

c. memahami manajemen perusahaan;

d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang

usaha Perseroan;

e. menyediakan wal<tu yang

mel,aksanakan tugasnya;

cukup untuk

f. tidak pemah terlibat dalam suatu kegiatan

perusahaan manapun yang dinyatsLan pailit; dan

g. syarat-syarat l,ain sesuai dengan ketentuan

perundarrg-undangan.

(4) Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari :

a. seorang Ifumisaris Utama; dan

b. 2 (dua) orang Komisaris yang terdapat diantaranya

adalah tenaga alrli profesiona.l, bertindak tidak

sendiri-sendiri, mel,ainkan berdasarkan keputusan

Dewan Komisaris.

(5) Anggota Komisaris diangkat untuk jangka waldu paling

lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk

I (satu) kali masa jabatan.

l
1
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(1)

(21

Pasal 16

Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui

mekanisme uji keLayakan dan kepatutan.

Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimalsud

pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi Komisaris dan

Direksi Persero Daerah yang terdiri dari :

a. unsur Pe merintah Kabupaten;

b. unsur DPRD; dan

c. unsu profesiona.l dan/atau Perguruan Tinggi.

Caton Komisaris yang telah dinyatakan lulus uji

kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani

kontrak manqiemea dan pakta integritas sebelum

pengangkatannya sebagai Komisaris.

Sebehrm Komisaris melaksanakan tugasnya, terhadaP

yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan

pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati yang

bertindak selaku RUPS sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-r.mdangan.

Ketentuan mengenai prosedr,rr dan persyaratan

pengangkat€n, penggantian, pernberhentiart, tugas dan

wewenang Dewan Komisaris diatur dalam anggaran

dasar sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 17

Anggota Dewan Komisaris sebelum maaa jabatann]'a

berakhir atau pada masa jabatannya, dapat

diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan

RUPSi.

Pemberhentian Dewan Komisari dan/atau Direksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada

pertimbangan obyektif, antara lain :

a. permintaan sendiri dilengkapi dengan pengajuan

secara tertulis;

(3)

(4)

(s)

(1)

(21
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tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan

berdasarkan alasar yang obyektif; dan/atau

dipidana penjara karena terbukti melakukan

perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum

tetap dengan ancaman penjara paling singkat 5

[ima) tahun.

Pasal 18

(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan malsud dan

tujuan Perseroan.

(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang

ditentukan dalam Anggaran Dasar.

(3) Calon Direksi Perseroan harus memenuhi sya.rat:

a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

b. memiliki integritas, loya.litas dan dedikasi;

c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang

memadai dalam bidang usaha Perseroan;

d. memiliki kompentensi manajemen perusahaan;

e. tidak menjabat jabatan struktural dan fungsional

pada instansi/tembaga Pemerintah Pusat dan

Daerah dan/atau Direksi BUMD lainnya;

f. tidak pemah terlibat dalam suatu kegiatan

perusalaan manapun yang dinyatakar pailiq dan

g. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-rrndangan.

(a) Direksi Perseroan terdiri dari :

a. I (satu) orang Direktur Utama; dan

b. 2 (dua) orang Direkfiu.

(5) Didi.tur sebagaimarla dimaksud pada ayat (4) memiliki

hrgas, fungsi dan kewenangan unhrk hal tertcntu

berdasarkan Keputusan Direksi sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b.

16 , ,..,:,,
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(6) Masa jabatan anggota Dircksi ditetapkan uxtuk jangk"

wafdu 5 (lima) tahun darr dapat diangkat kembali r:ntuk

I (satu) kali masa jabatan.

Pasal 19

Pengangkatan Direksi dilala&an melalui mekanisme uji

kelayalan dan kepatutan.

Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi Komisaris dan

Direksi Perseroan Daerah yang terdiri atas :

a. r:nsur Pemerintah Kabupaten;

b. unsr:r DPRD; dan

c, unsur profesional dan/atau Perguruan Tinggi.

Calon Direksi yang teliah dinyatakan ltrlus uji kelayakan

dan kepatutan wajib menandatangari kontrak

manajemen dan pakta integritas sebelum

pengangkatannya sebagai Direksi.

Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya, terlebih

dahutu dilalcukan pelantikan dan pengambilan sumpah

oleh Bupati yang bertindak selaku RUPS atau pemegang

saham mayoritas dalam RUPS menurut ketentuan

Peratuan Perundang-undangsr.

Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan

pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tl.rgas dan

wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai

dengan ketentuan dan Peraturan Pemndang-undangan.

Pasal 2O

(1) Anggota Direksi sebelum masa jabatannya beralhir,

sewaktu-wal<tu dapat diberhentikan dari jabatannya

berdasarkan Keputusan RUPS.

(2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkar pada periirnbangan obyeldit

meliputi :

(3)

(4)

(s)

,;

Tl
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permintasn scndiri dilengkapi dcngan pengajuan

secara tcrh:lis;

tidak mencapa.i standar kinerja yang ditetaPlen

berdaoarkan alasan yang obryektif; dan/atau

dipidene penjara karena tcrbrukti melakukan

perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum

tcap dengan aneatnan penjeJa paling singkat 5

[ima) tahun.

BAB VIII

KARYAWAN PERSEROAN

Pasal 21

fbrya$sn Fersercan diangkat dan dibcrhentikan oletr

Direksi, ktrususrrya jabatan Kepela Divisi dan jabetan

Mansger sctelsh mendaPat pertimbangan Dewan

t(omisark sesuai dengan ketentuan Pcraturan

kflmdang-undangan.

Hak dan ken'ajiban karyawan Fersercan diafi.r olch

Direksi dcngan pcrsetujuan Dewan Ifumisaris scauai

deng9n ketentllan FEfatuan Perundang-undar€an.

BAB D(

TATA XEI,OI,A PERUSAI{AAN YANG BAIK

Pasal 22

(U hrscroan di dalam ke8iatan u8ahanya haruB

memahami dan rrclaksanakan Fedoman Tata lGlola.

(2) Perscrosn yary baik dan menjunjung tingi norrna :

etika;

sosial budaya; dan

agama.

harus memahami dan melakeanakan Pedornan

Ferilaku Ferseroan d:rlqrn kchiduPan s€hari-hari.

b.

(1)

(21

a-

b.

c-
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(3f Kcdua pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), harus disosialisasikan kepada scgenap

pcgawai &rmasuk Dir€koi.

BAB X

RENCANA KER.'A, IAPORAN TAHUNAN'

DAN PENGGI,'NAAN I.ABA

Bagian Kesatu

Rencana l(crja

Pasal 23

(l) Dircksi Ferseroan menyuaun :

a. R.rP 5 (liEa) tahurara; dan

b. RTAP.

(2) Fenyusunen RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b digusun berdasarkan R^lP 5 (limal tahrman

dan Anggaran Dasar sebelum dimulainya tahun buku'

(3) Fenyusunan R.IP 5 0Ltra) tahunan dan RKAP tahrman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh

Direksi dan disampaikan kepada Dc'wan l(omisaris

paling laobat 3 (tiga) br.rlan sebclun tahun Anggaran

bcraf&ir.

(4) Tahun bul(rr Persaroan adalah tahun takrsim.

(5) lngggran Dasar eebagaimana dimalsud pada ayat (1)

hsrus mendaPat pcrsetujuan Dewan Komisaris atau

RUPS dcngBn trrlebih d8huhl ditclaah d€man Xomisaris,

keqrali ditentukan lsin dalam Feratursn

Perundang-undangsn.

(6) Fengesahan RJP dan RKAP scbaSaimana dimaksud

Pada a],at (2) harus dilaksarrekr'r pafing lembet I (satt,

bulan sebelum tahrm buku berakhir.

Fasal 24

(U DalaB hal Dirck8i tidak merryampaikan RKAP

scbagaimana dimsksud dafam Pasal 23 ayat (2)' RKAP

yang tahun lalu masih diansaP berlalnl



(1)

(21

(2) Dalam hal RKAP belum memperoleh perseQjuan dan

pengesahan sebagatnana ditentukan dalam Anggaran

Dasar atau Peraturan Perundang-undangan, RKAP

tahun yang lalu berlaku juga bagi Perseroan.

Bagial Kedua

laporan Tahrman

Pasal 25

Direksi menyampa.ikan Laporan Tahunan kepada RUPS

setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka

ruaktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku

Perseroan berakhir.

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat :

a. Laporan Keuangan atas Realisasi Anggaran meliputi;

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);

2. taporan Laba Rugi;

3. Laporan Ams IGs; darr

4. laporarr Sumb€r Dana dan Penggunaan Dana.

b. laporan mengenai kegiatar Perseroan;

c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan

lingkungan;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku

yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; dan

e. laporan tugas pengawasan yang telah

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun

buku yang baru lampau;

Laporan Keuartgan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hunrf a disusun berdasarkan Standar Akuntansi

Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan,

pengawasan dan pengesahan terhadap neraca keuangan

dan laporan tahunan Perseroan sebagaimana rlimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

darr Peraturan Pcrundang-undangan.

(3)

(4)

.20 ,.
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(3)

Bagian Ketiga

Penggunaan Laba

Pasal 26

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba

bersih setiap tahun buku untuk cadangan.

Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan

mempunyai saldo laba yang positif.

Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sampa.i cadangan mencapai paling

sedikit 20 o/o (dua puluh persen) dari jumlah modal yang

ditempatkan dan disetor.

Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U yang

belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup

kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasol2T

(1) Laba bersih setelah dipotong pajak wajib untuk

disahkan oleh RUPSi.

(2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada

ayat (U ditetapkan antara lain :

a, dividen untuk pemegang saham, sebesar 45 o/o (enam

puluh persen);

b. cadangan umum, sebesar 2O o/o (sepuluh persen);

c. cadangan tujuan, sebesar 20 % (dua puluh persen);

d- dana kesejahteraan, sebesar lO % (lima persen); dan

e. jasa poduksi, sebesar 5 o/o (lima persen).

(3) Perubahan pembaaian laba bersih sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui RUPS dan

dicantumkan .l'lam AnSgaran Dasar,

(4) taba bersih yang menjadi bagian PeBerintah Kabupaten

merupakan pendapatan asli daerah dan s€luruhnya

disetor ke kas daerah, dilaksanakan paling lambat 1

(satu) bulan setelah RUPSI dilaksanakan.

(4)

' -l
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BAB )g

SATUAN PENGAWAS IN'IERN, KOMITE AI,'DIT,

DAN KOMITE IAIN

BsSian Kesatu

Satuan Fenga$as lntem
Pasal 28

(11 Pada sctiap BUMD dibentuk Satuan Pengawas Intem

(SPI) yang merupakan aParat pcnganras intemsl

perusahaan daerah.

(2) Satuan Pengaxtas Intcm sebagaimana dirnatnrrd {gl6i1

eyat (U dipimpin oleh eeorang kepala yang

brtanggung jawab kepada direktur utama.

Pa88l 29

Atas permintaan tcrtulis Dewan Komisaris, Direksi

memberikan kterangan hasil pcmeriksaan atau haail

pelaksansan tugEs Safiran Pengawas Intcra.

Pasal 30

Direksi wajib mcmperhatikan dan scgera melakukan

tindqkqn yang diperlukan atas segala sesuatu lrarrg

dikemukakan dalam sctiap l,aporan hasil pemeriksaan yang

dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Bagian IGdua

Komite Audit dan Komite Lain

Pasal 31

(1) Dewan Komisaris Persdoan wajib mcmbentuk komite

audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi

mcnbantu Dewan t(omisaris dalam melaksanalan

tugaBnlra.

F-1i '^t 
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(3)

Komite audit sebagairnana dimaksud dala.E ayat (l)

dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab

kepada Dewan Komisaris.

Selain komite audit sebagaimana dimaksud dalam ayat

(f), Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain

yang ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah

sebagai pemilik modal mayoritas BUMD berbentuk

tbrseroarr Terbatas (I'T).

Ketentuan lebih la[jut mengenai komite audit dan

komite lain sebagaimana r{irnaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB)(II

PEMI,AIAN TINGKAT KESEHATAN, RESTRUKTURISASI,

PRIVATISASI

Bagian Kesatu

Restrulturisa.si

Pasal 32

(1) Perscroan dapat melakukan Restrukturisasi, dengan

rnaksud untuk menyehatkan perusahaan secara

elisien, transparan, dan professional;

(2) Tujuan Restrukt-rrisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah untuk:

a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;

b- memberikan manfaat berupa dividen dan pajak

kepada negara;

c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga

yang kompetitif kepada konsumen; dan

d. memudahkan pelaksanaarr privatisasi.

(3) Pelaksanaan Restrukturisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tetsp dengan memperh,atiksn asas biaya

dan manliaat yang diperoleh.

I . .23
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ksal33

Rcstrukturisasi meliputi:

a. R6trukturisasi sektoral yang pelaksanaannya

discsuaikan d€ngan kebijakan sektor dan/atau

Feraturan Ferundang-undangan;

b. Restruhurisasi perusahaan/korporasi yang meliputi:

f. peningkatan intensitas pcrsaingan usaha, terutama

di scktor-eettor yang tcrdapat baik yeng

dt€gulaai maupun monopoli al,rniFh;

2. penataan hubrmgan fungsionaf antara Femerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi dan Femerintah

Kabupet€n sclaku r€gulator dan BUUD sebagai

badan usaha pcrlu menata hubungan fungsional
deh'r' pencrapon prirsipprinsip tata kelola BUMD

yarA baik dan menetapkan arah dalam rangka

pelaksanaan kewajiban Felayanan Publik; dsrr

3. Restrukturisasi intemal yang mencakup :

& keusngan;

b organisasi/manajemen;

c. opcrasional;

d. system; dan

e. proscdur.

Bagian lGdua

Privatisasi

Pasal 34

(1) Privatiaasi dirneltsudk.- utrtuk;

a. memperluaa tepemilikan mas1rarakat ataa

Perscroan;

b. meningkattan eisiensi

Fersercan;

dan produktivitag

c. menciptakan struktur keuangan dan manajemcn

keuangan Perscroan yang baik/kuat;

d. menciptakan struktr.rr industri yang aehat dan

kompetitif;



e. menciptakan Persercan yang berdaya saing dan

berorientasi global; dan

f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan

kspasitas passr.

(2) Privatisasi bcrhrjuan :

a- untuk mcningkatkan kinerja;

b. untuk meningkatkan nilai tambab perusahaan; dan

c. meninglat}an peran scrta masyarakat dalam

pemilikan saham Fcrseroan.

Pasd 35

Privatkasi dilql<r'kan dengan memperhatikan :

a. prinsiptransparansi;

b. kemandirian;

c. akuntabilitas;

d. pertanggungiawaban; dan

e. kewqiaran.

Pasal 36

(l) Ferseroan yang dapet diprivatisaai paling scdikit

memenuhi kriteria :

a. industri/scktor usahanya kompctitif; atau

b. industri/sektor usaha yang unsur tcknologinya

cepat berubsh.

(2) Sebagian asaet atau kegistan dari Perseroan Jrang

mclaksanakan kewajiban Pelayanan Publik dan/atau

yang berdasarkan Peraturan Ferundang-undangan

kcgiatan usahanya hsus dilakrlkqq oleh BuMN

dan/atau BUMD, daPat diPieah*an untuk dijadikan

penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk

sela4lutnya apabila diPcrlulen daPat diprivatisasi.

FAFIf r : rll
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Pasal 37

Perscroan yang tidak dapat diprivatisasi adal,ah :

a. Perseroan yang bidang usahanya berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan hanya boleh dikelol,a

oleh BUMN dan/atau BUMD;

b. Perseroan yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan

dengan pertahanan dan keamanan negara;

c. Perseroan yang bergerak di selrtor tertentu yang oleh

Pemerintah Kabupaten diberikan tugas khusus untuk

melakukan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan

kepentingan masyarakat; dan

d. Perseroan yang bergerak di bidang usaha strmber daya

alam yang secara tegas berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasa.l 38

Privatisasi dilakukan dengan cara:

a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar moda.l;

b. penjuala-n saham langsung kepada investor; dan

c- penjualal saham kepada manajemen dan/atau

karyawan yang bersangkutan.

Pasal 39

Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang

privatisasi perusahaan sehubungan dengan kebliakan

lintas sektoral, Pemerintah Kabupaten membentuk

suatu komite Privatisasi Perseroan sebagai wadah

koordinasi.

Ttrgas Komite Privatisasi Perseroan meliputi:

a. rtrerumuskan dan menetapkan kebijakan umum

dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;

b. menetapkan langkah-largkah yang diperlukan

untuk memperlancar proses privatisasi; dan

(t)

(21
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c. membahas dan memberikan jalan keluar atas

permasalahan strategis yang timbul dalam proses

privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan

kebliakan sektoral Pemerintah Pl-rsat, Pemerintah

Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(3) Komite Privatisasi Perseroan dalam melaksanakan

tugasnya scba8aimana dimaksud dalam ayat (2) dapat

mengundang, meminta masukan dan/atau bantuan

instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten atau pihak

lain yang dipandang perlu.

(4) IGtentuan lebih lanjut mengenai Komite Privatisasi

Perseroan diatur dalam Peratura[ Bupati.

BAB)(III

PENGGABI,'NGAN, PELEBURAN, PENGAMBIIALITIAN, DAN

PEMISAHAN

Pasal 40

(f) Penggabungan, pcleburan, pengarnbilalihan, dan

pemisahan Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

(2) Ketentuan dan tata cara penggabungan, peleburan,

pengambilalilnn dan pemisahan Perseroan sebagimana

.lirnrksud pada ayat (l) dituangkan daLam Anggaran

Dasar dan diletsanekaq sesuai dengan ketentuan dan

Peraturan Perundang-undangan.

BAB )oV

PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 41

(l) Femeriksaan t€rhadap Ferseroan dapat dilakukan

dengan tujuan untuh mendapa.tkan data atau

keterangan dalam hal teldapat dugaan bahwa :

a. Perseroan metrakukarr perbuatan melawan hukum

yang merugikan pemegang saham atau Pihak Ketig";

atau



b. anggpta Direksi atau Dewan Komisaris melakukan

perbuatsn mel,awan hukum yang merugikan

Perseroan atau pemegartg saham atau Pihak Ketiga'

(2) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dart

s€mua karyawan Ferseroan wqiib mernberikan segala

keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan

pemeriksaan.

(3) Perrnohonan untuk mendapatkan data atau keterangan

tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan rrntuk

mendapatkan data atau keterangan tersebut harus

didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

(4) Ketentuan yang mengatur tentang prosedur darr

persyaratan pelaksanaan Ferseroan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan

Perundang-undangan.

BAB )ry

PEMBUBARAN DAN UKUIDASI PERSEROAN

Pasal 42

FeEbuberan Perseroan dapat t€rjadi :

a. akibat tera*frirnya jangka wat tu berdtinya

Perseroan yang ditetapkan dalam anggarsn dasar;

b. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan

pengadilan niaga yang tetah mempunyai kekuatan

hukum tetap;

c. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan

pailit berada dalam keadaan insolvensi; atau

d. karena dicabutnya izin usaha Ferseroan dan/atau

berdasarkan penetapan pengadilan.

Fembubaran Perseman ditctapkan dalam Keputusan

RUPS dengan persetujlran DPRD.

(1)

l2l
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(3) Dalam haf terjadi pembubaran Fcrseroan sebegnimana

dimaksud pada ayat (l) berdamPak pade Ferserosn

tidak dapat melalnrkan pcrbuatan hukum, lcecusli

untuk membereskan aemua urusan

Ferseroan dalam rargka Ukuidasi.

(al Prosedur pembubaran Ferseroan dan proees likuidasi,

dampak hukum s€rta Pembiayaan yang diperlukan

berpedoman kepada ketentuan dan FEf,aturan

ftnmdang-undangan.

Pasal 43

(1) Sanksi adminstratif bcrupa tuntutan ganti keruSian

diberlakukan kepa.da semua karyawen Ferecroan,

termasuk DL€ksi yang bernrges ataupun tidak

bertugas melala:kan pcnyimpanan :

a. Uang;

b. Surat berharga; dan

c. Barang persediaan,

Yang secara langsung atau tidak trangsung telah

menimbulkan kerugian bagi Feseroan.

(2) Ketentuan tentana tuntutan Ssnti rugi dan atau sanksi

tcrhadap Pegawai Femerintah KabuPaten yang di

tugaskan di Peseroan, berlaku sepenulmya terhadap

p€rauran Ferseroan, yang dalsm pelaksanaannya

diatur tersendiri oleh direksi.

(3) Scmua karyanan Perscroan yang dibebani tugas

mcnyimpan, membayar dan menycrahkan uang dan

Burat-surat berhargB rnilik BTIMD yang disimpsrr di

dalam gedung atau tcmpet Penyimpanan Srang lihuaus

dipergrrnatan untuk lePeduan itu, wajib membcrikan

pertanggungiawaban pelaksansan tu8aEnya kepada

Dtu€ksi atau pejabat yang di tunjuk oleh Dircksi.

t ..F,-$ ?&nDrii.a sr



(4) Karyawan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) bertanggung jawab atas kekurangan

perbendaharaan uang dan atau barang yang terjadi

dalam pengurusannya, kecuali apabiLa bebas dari

kesalahan atau kelalaian atas kekurartga!
perbendaharaan tersebut.

(5) Dalam hal karyawan Perseroan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dapat membuktikaa dirinya bebas dari

kesalahan/kelalaian, Direksi dengan persetujuan

Dewan Komisaris membuat Surat Keputusan

Penghapusan Kekurangan Perbendaharaal Uang dan

atau barang Peraeroan.

(6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

baru dapat dilaksanakan seteLah memperoleh

pengesahar RUPS.

(7) Dalam hal karyawan Perseroan sebagaimana dimalsud
pada ayat (4) tidak dapat membuldikan bahwa dirinya

bebas dari kesalahan/kelalaian, Direksi dapat

metakukan tindakan berupa pemberhential sementara

sesuai dengan ketentuan yarrg berlaku bagi karyawan

Perseroan.

BAB XVI

KETENTUAN PERAI..IHAN

Pasal 44

Dalam hal terjadi adanya peristiwa yang melibatkan

karyawan dan Direksi pada Perseroan yang betum

memiliki peraturan intemal, proses hukunnya

diberlakukan berpedornan sesuai dengan Peraturan dan

Perundang-undangan.

Dalam penlrusunan dan pembuatan ketentuan intemal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama

dengan konsultan yang memiliki kompetensi

dibidangnya.

(1)

(21
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BAB XI,/U

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Feratfan Dacrah ini mul,ai bcrlaku peda +enoE'at

diunalangkan.

Agar setiap oreng dapat mengetahuinya, mcmcrintahkan

pcngundangan PEraturan Daerah ini dengan Peflempatannya
delam kmberun Dacrah lGbupatcn Musi Rasas.

Ditetapkan di Muara Beliti

peda tangaltr srfbrlq' tou
B{'PAII MUSI RAWAS,

Dit€tapkan di MuaI3 Bcliti

peda..nryel.,A &+Uur IAU

SEKRTTARIS DAERAH

LEL{BAR DAERAH KABT'PAIEI{ MUSI RAtrIAS TAHT'N.' NOMOR ,OI9

NOREG PERATURAN DAEMH I(ABUPAIEN MUSI RAXIAS PROVINSI

srrMArERA SEIATAN ( 5-105/2019)
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